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ABSTRAK 

Penerapan Coretax Administration System sejak 1 Januari 2025 merupakan 

bagian dari upaya modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. 

Sistem ini diharapkan meningkatkan efisiensi layanan melalui integrasi dan 

otomatisasi proses perpajakan. Namun, pada masa transisi, berbagai 

kajian mencatat tantangan berupa kendala teknis, perubahan prosedur, 

kebutuhan sosialisasi, dan perbedaan kesiapan digital pengguna yang 

berpotensi memengaruhi beban administrasi wajib pajak. Penelitian ini 

bertujuan menganalisis beban administrasi wajib pajak pada masa transisi 

Coretax dengan meninjau efisiensi layanan dan kesiapan digital pengguna. 

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi 

kepustakaan. Data sekunder dihimpun dari artikel ilmiah dan publikasi 

resmi yang relevan, kemudian dianalisis dengan mengidentifikasi tema, 

membandingkan temuan, dan menyusun sintesis. Hasil kajian 

menunjukkan bahwa integrasi dan otomatisasi Coretax berpotensi 

menyederhanakan proses administrasi, tetapi manfaat tersebut belum 

tentu dirasakan secara merata ketika sistem mengalami gangguan atau 

pengguna masih menyesuaikan diri dengan prosedur baru. Karena itu, 

pengurangan beban administrasi perlu didukung oleh kestabilan sistem, 

kejelasan informasi, layanan bantuan, sosialisasi, dan peningkatan 

kesiapan digital wajib pajak. 

Kata kunci: beban administrasi, Coretax, efisiensi layanan, kesiapan 

digital, wajib pajak. 
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 PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi digital mendorong pemerintah untuk melakukan pembaruan dalam 

pelayanan publik, termasuk pelayanan perpajakan. Salah satu bentuk pembaruan tersebut adalah 

penerapan Coretax Administration System atau Coretax DJP, yaitu sistem administrasi perpajakan 

yang mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan dalam satu platform. Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP) mulai menerapkan Coretax pada 1 Januari 2025 untuk mendukung pelaksanaan hak 

dan kewajiban perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), hingga 

pembayaran pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2025a). 

Penerapan Coretax diharapkan dapat membuat proses administrasi perpajakan menjadi lebih 

terintegrasi dan efisien. Namun, perubahan sistem juga membutuhkan penyesuaian dari sisi 

teknologi maupun pengguna. Fenomena ini terlihat pada awal penerapan Coretax ketika DJP 

menyampaikan permohonan maaf kepada wajib pajak atas kendala pada sejumlah fitur yang 

menyebabkan ketidaknyamanan dan keterlambatan layanan administrasi perpajakan. DJP juga 

menjelaskan bahwa perbaikan dilakukan pada sejumlah fitur, termasuk pendaftaran, pembayaran, 

dan pembuatan faktur pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2025b). Kondisi tersebut menunjukkan 

bahwa masa transisi sistem baru dapat menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan administrasi 

perpajakan, meskipun sistem tersebut dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan. 

Dalam konteks ini, beban administrasi wajib pajak tidak hanya berkaitan dengan kewajiban 

menghitung, membayar, dan melaporkan pajak, tetapi juga dapat mencakup waktu dan usaha yang 

diperlukan untuk memahami sistem baru, menyesuaikan data, mempelajari prosedur, serta 

mengatasi kendala teknis. Besarnya beban tersebut dapat berbeda antara wajib pajak yang sudah 

terbiasa menggunakan layanan digital dan wajib pajak yang masih memerlukan pendampingan. 

Oleh karena itu, efisiensi layanan Coretax perlu dilihat tidak hanya dari tujuan integrasi sistem, 

tetapi juga dari kemudahan wajib pajak dalam mengakses dan menggunakan layanan selama masa 

transisi. 

Penelitian sebelumnya telah membahas berbagai aspek penerapan Coretax. Al Maliki (2025), melalui studi 

literatur, menjelaskan bahwa Coretax berpotensi meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi 

administrasi perpajakan, tetapi masih memerlukan dukungan infrastruktur dan integrasi data yang 

memadai. Sante (2025) menelaah persepsi wajib pajak orang pribadi dan badan terhadap penerapan 

Coretax dan mengidentifikasi adanya manfaat yang diharapkan sekaligus tantangan berupa gangguan teknis, 
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 sosialisasi yang belum memadai, dan antarmuka sistem yang kompleks. Temuan tersebut menunjukkan 

bahwa manfaat digitalisasi perlu dinilai bersama pengalaman pengguna selama masa transisi. 

Azzahra et al. (2025) mengevaluasi penerapan Coretax melalui studi kasus yang melibatkan perspektif 

petugas pajak dan konsultan pajak. Penelitian tersebut menyoroti kendala jaringan, kesiapan sistem, dan 

perubahan prosedur yang membutuhkan adaptasi, sekaligus mencatat adanya upaya perbaikan melalui 

pemantauan, komunikasi, dan sosialisasi. Sementara itu, Karlinah et al. (2025) melalui kajian sistematis 

mengelompokkan tantangan penerapan Coretax ke dalam kesiapan teknologi dan infrastruktur digital, 

kapasitas sumber daya manusia, dukungan regulasi, serta dampaknya terhadap efektivitas administrasi dan 

kepatuhan pajak. Kedua kajian ini mendukung pentingnya membahas kesiapan pengguna dan kualitas 

layanan secara bersamaan. 

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, pembahasan mengenai manfaat, efisiensi, dan tantangan 

implementasi Coretax telah tersedia. Oleh karena itu, artikel ini tidak menganggap bahwa topik kendala 

Coretax belum pernah diteliti. Fokus yang ingin diperdalam adalah hubungan antara beban administrasi 

wajib pajak pada masa transisi, efisiensi layanan, dan kesiapan digital pengguna. Ketiga aspek tersebut 

dibahas secara bersamaan untuk memahami bagaimana perubahan sistem administrasi perpajakan dapat 

memengaruhi pengalaman wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, kajian ini 

melengkapi pembahasan terdahulu melalui penekanan pada proses penyesuaian wajib pajak, bukan hanya 

pada manfaat sistem atau kendala teknis secara terpisah. 

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji beban administrasi wajib pajak 

selama masa transisi Coretax dengan meninjau efisiensi layanan dan kesiapan digital pengguna 

melalui metode library research atau studi kepustakaan. Hasil kajian diharapkan dapat 

memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pemanfaatan 

Coretax serta menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas layanan dan edukasi 

perpajakan digital. 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui studi 

kepustakaan (library research). Data yang digunakan merupakan data sekunder dari artikel jurnal ilmiah, 

buku atau laporan ilmiah yang relevan, serta publikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak dan lembaga terkait. 

Literatur dipilih berdasarkan relevansinya dengan tema administrasi perpajakan digital, Coretax, biaya atau 

beban kepatuhan, efisiensi layanan, dan kesiapan digital wajib pajak. Kajian mencakup sumber yang terbit 

pada 2020–2026 agar dapat menggabungkan pembahasan mengenai layanan perpajakan elektronik sebelum 

Coretax dan penelitian mengenai implementasi Coretax; sumber resmi digunakan untuk menjelaskan 
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 konteks kebijakan dan penerapan sistem. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri, membaca, dan 

mendokumentasikan informasi yang sesuai dengan fokus kajian. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif 

melalui tahap identifikasi tema, pengelompokan informasi, perbandingan temuan antarsumber, dan sintesis 

untuk menjelaskan hubungan antara beban administrasi, efisiensi layanan, dan kesiapan digital. Karena 

penelitian ini merupakan kajian kepustakaan, hasilnya merupakan sintesis literatur dan bukan pengukuran 

langsung terhadap seluruh wajib pajak. 

HASIL PEMBAHASAN  

1. Penerapan Coretax dan Tantangan pada Masa Transisi 

Coretax Administration System merupakan bagian dari pembaruan administrasi perpajakan di 

Indonesia yang mulai digunakan pada Januari 2025. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan 

berbagai layanan perpajakan, seperti pendaftaran, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), 

pembayaran, dan layanan administrasi lainnya (Direktorat Jenderal Pajak [DJP], 2025a). Melalui 

integrasi tersebut, administrasi perpajakan diharapkan menjadi lebih efisien, terkoordinasi, dan 

mudah diakses oleh wajib pajak. 

Meskipun demikian, penerapan sistem baru membutuhkan proses penyesuaian, baik dari sisi 

teknologi maupun penggunanya. Pada awal implementasi Coretax, DJP menyampaikan adanya 

kendala pada sejumlah fitur yang menyebabkan ketidaknyamanan dan keterlambatan layanan. DJP 

juga menyebutkan upaya perbaikan, termasuk peningkatan kapasitas jaringan dan sistem (DJP, 

2025b). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh 

tersedianya teknologi, tetapi juga oleh kestabilan sistem dan kesiapan pelaksanaannya. 

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Shelvi et al. (2025), yang menganalisis sentimen 

pengguna terhadap penerapan Coretax melalui percakapan dalam grup WhatsApp. Penelitian 

tersebut menemukan beragam respons pengguna, termasuk keluhan mengenai kendala teknis, 

kebingungan prosedur, dan akses sistem. Azzahra et al. (2025), melalui studi kasus pada kantor 

pelayanan pajak dan kantor konsultan pajak, juga mengidentifikasi persoalan jaringan, kesiapan 

sistem, serta perubahan prosedur yang membutuhkan adaptasi. Sante (2025) turut membahas 

persepsi wajib pajak dan badan usaha, termasuk tantangan teknis dan kompleksitas antarmuka. 

Secara bersama, sumber-sumber tersebut memperlihatkan bahwa pengalaman pengguna 

merupakan bagian penting dalam menilai pelaksanaan Coretax. 
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 Al Maliki (2025) menjelaskan bahwa penerapan Coretax berpotensi meningkatkan efisiensi, 

akurasi, dan transparansi administrasi perpajakan. Namun, potensi tersebut perlu didukung oleh 

infrastruktur yang memadai, integrasi data, dan kemampuan sistem menangani akses pengguna. 

Secara lebih luas, Karlinah et al. (2025) menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur digital dan 

kapasitas sumber daya manusia dalam implementasi Coretax. 

Berdasarkan kajian tersebut, masa transisi Coretax dapat dipahami sebagai periode penyesuaian 

terhadap perubahan prosedur dan teknologi. Kendala yang muncul tidak serta-merta menunjukkan 

bahwa digitalisasi gagal, tetapi menjadi hal yang perlu dievaluasi agar sistem dapat berfungsi 

sesuai tujuannya. Oleh karena itu, perbaikan teknis, kejelasan informasi, dan dukungan kepada 

pengguna merupakan bagian penting dalam pelaksanaan Coretax. 

2. Beban Administrasi Wajib Pajak pada Masa Transisi Coretax 

Beban administrasi wajib pajak dapat dipahami sebagai waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan 

untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Beban tersebut dapat meliputi kegiatan mempelajari 

prosedur, menyiapkan dokumen, mengakses sistem, memperbaiki kesalahan, serta mencari 

bantuan ketika menghadapi kendala. Dalam sistem digital, beban administrasi berpotensi menurun 

apabila proses menjadi lebih sederhana. Namun, selama masa transisi, beban tersebut juga dapat 

meningkat sementara karena pengguna harus mempelajari sistem dan menyesuaikan diri dengan 

prosedur baru. 

Nugraha (2025) mengkaji pengaruh digitalisasi perpajakan melalui Coretax terhadap efisiensi biaya 

kepatuhan wajib pajak menengah. Penelitian tersebut memberikan perhatian pada perubahan 

biaya kepatuhan setelah penerapan sistem digital. Temuannya relevan untuk menunjukkan bahwa 

manfaat digitalisasi dapat dinilai melalui biaya yang harus ditanggung wajib pajak, bukan hanya 

dari tersedianya layanan daring. Akan tetapi, temuan pada kelompok wajib pajak yang diteliti 

tidak dapat langsung digeneralisasi kepada seluruh wajib pajak tanpa mempertimbangkan 

perbedaan karakteristik dan kemampuan pengguna. 

Kochanova et al. (2020) juga membahas hubungan antara penerapan layanan pemerintahan 

elektronik dan kapasitas pemerintah, termasuk kaitannya dengan biaya kepatuhan pajak. Kajian 

ini memberikan konteks bahwa digitalisasi administrasi dapat memengaruhi proses pemenuhan 

kewajiban dan hubungan antara pemerintah dengan pengguna layanan. Sementara itu, Saptono et 
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 al. (2026) menelaah persepsi profesional pajak mengenai penggunaan Coretax, biaya kepatuhan, 

dan niat kepatuhan. Pembahasan tersebut memperlihatkan pentingnya memperhatikan 

pengalaman pengguna ketika mengevaluasi manfaat sistem administrasi perpajakan. 

Karlinah et al. (2025) mengkaji penerapan Coretax melalui pendekatan systematic literature 

review dan menyoroti pentingnya menimbang kesiapan teknologi, kompetensi sumber daya 

manusia, dukungan kebijakan, serta dampak terhadap efektivitas administrasi. OECD (2023) turut 

menjelaskan perkembangan administrasi pajak di berbagai negara, termasuk peran transformasi 

digital dalam pengembangan layanan perpajakan. 

Jika temuan-temuan tersebut dihubungkan, beban administrasi pada masa transisi Coretax tidak 

dapat dinyatakan selalu meningkat ataupun selalu menurun. Dalam jangka panjang, otomatisasi 

dan integrasi data berpotensi mengurangi pekerjaan berulang. Namun, selama proses penyesuaian, 

pengguna dapat mengeluarkan waktu dan tenaga tambahan untuk memahami prosedur, mengatasi 

masalah akses, atau mencari informasi. Dengan demikian, beban administrasi perlu dianalisis 

dengan mempertimbangkan manfaat sistem sekaligus kesulitan yang dialami pengguna. 

3. Efisiensi Layanan dalam Penerapan Coretax 

Efisiensi layanan perpajakan berkaitan dengan kemampuan sistem menyediakan proses yang lebih 

sederhana, terintegrasi, tepat waktu, dan mudah digunakan. Coretax dirancang untuk 

mengintegrasikan berbagai proses administrasi perpajakan dalam satu sistem sehingga diharapkan 

dapat mengurangi pengulangan proses dan mendukung kualitas layanan (DJP, 2025a). 

Al Maliki (2025) menjelaskan potensi Coretax dalam meningkatkan efisiensi administrasi melalui 

pemanfaatan teknologi. Azzahra et al. (2025) membahas tantangan implementasi dari perspektif 

petugas pajak dan konsultan pajak, sedangkan Sante (2025) mengulas persepsi wajib pajak orang 

pribadi dan badan. Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa integrasi dan otomatisasi dapat 

menjadi sumber manfaat sistem digital, tetapi manfaatnya perlu dinilai bersama kendala teknis 

dan kesiapan pengguna yang menyertai implementasi. 

Karlinah et al. (2025) memberikan gambaran mengenai tantangan dan peluang penerapan Coretax 

melalui kajian sistematis. Sementara itu, OECD (2023) menempatkan digitalisasi sebagai bagian 

dari perkembangan administrasi perpajakan modern. Secara umum, teknologi dapat mendukung 
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 pengembangan layanan, tetapi penerapannya memerlukan infrastruktur, pengelolaan data, dan 

sumber daya manusia yang memadai. 

Pengalaman pengguna juga perlu diperhatikan dalam menilai efisiensi. Wicaksono et al. (2021), 

melalui kajian mengenai pendapat wajib pajak individu terhadap sistem e-filing di Indonesia, 

memberikan konteks tentang pentingnya pengalaman pengguna dalam layanan pelaporan pajak 

elektronik. Penelitian Alkausar et al. (2022) mengenai kesiapan generasi milenial menerima 

layanan pelaporan pajak melalui e-filing juga relevan untuk memahami bahwa penerimaan 

terhadap layanan digital berkaitan dengan kesiapan penggunanya. 

Berdasarkan literatur tersebut, efisiensi tidak cukup dinilai dari keberadaan layanan daring atau 

banyaknya proses yang sudah diotomatisasi. Sistem juga harus dapat diakses secara stabil, 

memiliki prosedur yang jelas, dan membantu pengguna menyelesaikan kewajibannya tanpa 

kesulitan yang tidak perlu. Jika kendala teknis menyebabkan pengguna harus mengulang proses 

atau mencari bantuan tambahan, manfaat efisiensi yang diharapkan dapat berkurang. Oleh karena 

itu, peningkatan kualitas layanan perlu berjalan bersama pengembangan teknologi. 

4. Kesiapan Digital Wajib Pajak dalam Menggunakan Coretax 

Kesiapan digital merupakan kemampuan dan kesiapan seseorang untuk memanfaatkan teknologi 

dalam menyelesaikan aktivitas tertentu. Dalam konteks Coretax, kesiapan ini dapat mencakup 

kemampuan mengakses layanan daring, memahami alur penggunaan, mengelola dokumen digital, 

dan mencari solusi ketika menghadapi kendala dasar. Kesiapan digital menjadi penting karena 

sistem yang sama belum tentu memberikan pengalaman dan manfaat yang sama kepada seluruh 

pengguna. 

Alkausar et al. (2022) mengkaji kesiapan generasi milenial di Indonesia dalam menerima layanan 

pelaporan pajak melalui e-filing. Penelitian tersebut relevan untuk menunjukkan pentingnya 

kesiapan pengguna dalam penerapan layanan perpajakan digital. Wicaksono et al. (2021) juga 

menempatkan pendapat wajib pajak sebagai bagian penting dalam memahami penggunaan sistem 

pelaporan pajak elektronik. Meskipun kedua penelitian tersebut membahas e-filing, bukan 

Coretax, temuan dan kerangka pembahasannya dapat menjadi konteks pendukung untuk 

memahami aspek pengguna dalam digitalisasi perpajakan. Hasilnya tetap perlu diterapkan secara 

hati-hati karena karakteristik dan prosedur sistem yang diteliti berbeda. 
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 Dalam konteks Coretax, Shelvi et al. (2025) menemukan beragam respons pengguna, termasuk 

persoalan teknis dan kebingungan prosedur pada masa awal implementasi. Sante (2025) juga 

mengidentifikasi persepsi pengguna yang beragam, antara lain terkait gangguan teknis, sosialisasi, 

dan kompleksitas antarmuka. Hal ini memperlihatkan bahwa kesulitan menggunakan sistem tidak 

selalu disebabkan oleh keterbatasan kemampuan individu. Informasi yang belum dipahami, 

kendala akses, serta pengalaman menggunakan sistem juga dapat memengaruhi kesiapan 

pengguna. 

Husna dan Mayangsari (2026) membahas keterkaitan Coretax, literasi digital, kualitas layanan, dan 

biaya kepatuhan melalui kajian kepustakaan. Pembahasan tersebut relevan karena kemampuan 

pengguna dan mutu layanan merupakan aspek yang perlu dipertimbangkan ketika menilai manfaat 

administrasi digital. Karlinah et al. (2025) juga menempatkan kesiapan teknologi dan kapasitas 

sumber daya manusia sebagai tema penting dalam penerapan Coretax. 

Dengan demikian, kesiapan digital wajib pajak perlu dipahami sebagai hasil interaksi antara 

kemampuan pengguna, kejelasan informasi, kemudahan prosedur, dan dukungan sistem. Panduan 

yang mudah dipahami, edukasi perpajakan, dan layanan bantuan yang responsif dapat membantu 

pengguna menyesuaikan diri. Hal ini penting agar manfaat Coretax dapat dirasakan oleh wajib 

pajak dengan tingkat pengalaman teknologi yang berbeda. 

5. Hubungan Beban Administrasi, Efisiensi Layanan, dan Kesiapan Digital 

Berdasarkan sumber-sumber yang dikaji, beban administrasi, efisiensi layanan, dan kesiapan 

digital merupakan aspek yang saling berkaitan dalam penerapan Coretax. Integrasi dan otomatisasi 

berpotensi mengurangi waktu serta biaya untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Namun, 

manfaat tersebut dapat berkurang ketika sistem mengalami kendala atau pengguna belum 

memahami prosedur yang harus dilakukan. 

Penelitian Nugraha (2025) dan Saptono et al. (2026) relevan dalam pembahasan biaya kepatuhan 

dan pengalaman pengguna sistem administrasi perpajakan. Sementara itu, Shelvi et al. (2025), 

Azzahra et al. (2025), dan Sante (2025) membantu menjelaskan pentingnya mempertimbangkan 

respons pengguna serta tantangan implementasi Coretax. Jika dibaca bersama, penelitian-

penelitian tersebut menunjukkan bahwa evaluasi sistem digital perlu mencakup manfaat 

administrasi sekaligus kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. 
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 Penelitian Alkausar et al. (2022) dan Wicaksono et al. (2021) memberikan konteks mengenai 

kesiapan serta pengalaman pengguna dalam layanan perpajakan elektronik sebelum Coretax 

diterapkan. Sementara itu, Husna dan Mayangsari (2026), Karlinah et al. (2025), serta OECD (2023) 

membantu memperluas pembahasan mengenai literasi digital, kesiapan infrastruktur, kualitas 

layanan, biaya kepatuhan, dan transformasi administrasi pajak. Adapun Kochanova et al. (2020) 

memberikan konteks mengenai hubungan layanan pemerintahan elektronik dan biaya kepatuhan 

pajak. 

Sintesis literatur tersebut menunjukkan bahwa manfaat Coretax tidak hanya ditentukan oleh 

kemampuan teknologinya, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan dan kesiapan pengguna. Ketika 

sistem stabil, prosedur jelas, dan pengguna memperoleh dukungan yang memadai, digitalisasi 

berpotensi menyederhanakan proses administrasi. Sebaliknya, gangguan teknis dan kesulitan 

memahami prosedur dapat menambah waktu serta tenaga yang diperlukan untuk memenuhi 

kewajiban perpajakan. 

Secara keseluruhan, kajian kepustakaan ini menunjukkan bahwa Coretax memiliki potensi untuk 

meningkatkan efisiensi layanan dan mengurangi beban administrasi wajib pajak. Namun, manfaat 

tersebut tidak otomatis dirasakan secara merata selama masa transisi. Kestabilan sistem, 

kejelasan prosedur, kualitas layanan bantuan, dan kesiapan digital pengguna perlu diperhatikan 

secara bersamaan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Coretax sebaiknya tidak hanya 

dilihat dari penerapan teknologi, tetapi juga dari kemampuannya memberikan layanan yang efektif 

dan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. 

Pembahasan ini merupakan sintesis atas literatur yang dikaji dan bukan hasil pengukuran langsung 

terhadap seluruh wajib pajak Indonesia. Dengan demikian, kesimpulan mengenai kondisi wajib 

pajak secara umum perlu disesuaikan dengan cakupan dan karakteristik sumber yang digunakan. 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil kajian kepustakaan, penerapan Coretax Administration System berpotensi meningkatkan 

efisiensi layanan perpajakan melalui integrasi dan otomatisasi proses administrasi. Namun, literatur yang 

dikaji juga menunjukkan bahwa masa transisi dapat disertai kendala teknis, perubahan prosedur, kebutuhan 

sosialisasi, dan perbedaan kesiapan digital pengguna. Faktor-faktor tersebut berpotensi memengaruhi 

waktu, tenaga, dan biaya yang diperlukan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. 
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 Kajian ini menunjukkan bahwa pengurangan beban administrasi tidak hanya bergantung pada 

teknologi, tetapi juga pada kestabilan sistem, kejelasan prosedur, kualitas layanan bantuan, dan 

kemampuan pengguna memanfaatkan layanan digital. Oleh karena itu, perbaikan sistem secara 

berkelanjutan perlu disertai panduan yang mudah dipahami, sosialisasi yang konsisten, serta 

edukasi perpajakan dan digital sesuai kebutuhan pengguna. Evaluasi Coretax sebaiknya 

mempertimbangkan pengalaman wajib pajak dan petugas yang terlibat, bukan hanya tujuan 

integrasi sistem. 

Penelitian ini terbatas pada sintesis sumber sekunder sehingga tidak mengukur secara langsung 

besarnya perubahan beban administrasi yang dialami seluruh wajib pajak. Penelitian selanjutnya 

dapat menggunakan survei atau wawancara untuk menggali pengalaman wajib pajak dari berbagai 

latar belakang, terutama mengenai waktu, biaya, kendala penggunaan, dan kesiapan digital 

setelah penerapan Coretax. 
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